Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau
tambahan informas dari aspek hukum

Agar Bansos Tak Jadi Temuan BPK, DPRD Minta Pemda Perbarui DTKS

Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas mendorong pemerintah daerah di Sumbar segera
memperbarui Data Terpadu Kesgahteraan Sosia (DTKS) yang menjadi dasar penyaluran
bantuan sosial (bansos).

Data yang sudah diperbarui tersebut bisa dijadikan rujukan penyaluran bansos bagi warga
terdampak Covid-19 maupun kepentingan bansos di masa datang.

Agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yang berpotensi merugikan negara.

Apalagi, baru-baru ini BPK sudah menyampaikan adanya temuan bansos yang tidak tepat
sasaran totalnya sebesar Rp843,7 miliar di pemerintah pusat maupun daerah. “Oleh karena itu,
pemda di Sumbar juga harus memperbarui data tersebut, minimal per enam bulan,” ujar Nurnas.

Menurut Sekretaris Komisi | DPRD itu, karena data DTKS di Sumbar saat ini belum
diperbarui, maka berakibat ditemukan adanya penerima ganda serta orang sudah meninggal dan
sudah mampu masih muncul. “Karena data sejak tahun 2013 diambil,” ungkapnya.

Saat pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk membantu
masyarakat terdampak Covid-19 jadi kewalahan. “Akibatnya ya kewalahan. Jika data valid, tentu
tidak sulit meluncurkan BLT,” tegas politisi Demokrat itu.

Mantan Ketua LPJKD Sumbar itu meyakini, jika semua patuh terhadap aturan atau dalam
tanda kutip tidak memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik, maka tidak akan muncul
masal ah.

“Sejauh ini, berdasarkan temuan BPK itu, Kemensos belum mempunyai mekanisme
untuk memastikan pelaksanaan verifikasi dan validasi sesuai dengan standar. Akibatnya DTKS
jadi tidak valid. Padahal, bencana yang dihadapi sekarang bantuannya cukup banyak,”
tambahnya.

Bansos dari pemerintah dan pemda yakni, Program Keluarga Harspan (PKH), Bantuan
Sosial Psngan Non Tunai (BPNT), BLT Kemensos, BLT Kemendes, BLT Provinsi yang




besarannya sama Rp 600 tibu per bulan. Adajuga BLT dari kabupaten dan kota bagi daerah yang
mampu serta bantuan sembako.

Selain harus valid, kata Nurnas, DPRD selalu mengingatkan agar data-data penerima
dibuka secara transparan.

“Tempel daftar penerima itu di papan pengumuman dan diposting ke website agar
masyarakat bisa tahu dan tidak terjadi ganda. Jika ganda, maka berpotensi merugikan keuangan
negara. Makanya KPK mengingatkan dalam penyaluran tidak boleh ganda. Jika terjadi, maka
berpotensi akan jadi masalah hukum,” jelas Nurnas.

Sebagaimana diberitakan, baru-baru ini BPK mengungkapkan permasalahan terkait
pemeriksaan atas pengelolaan DTKS dalam penyaluran bansos selama 2018 hingga kuartal 111
20109.

Daam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 11 Tahun 2019, BPK menemukan
sgumlah permasalahan dalam penyaluran bansos. Di antaranya, pelaksanaan verifikasi dan
validasi belum memadai dalam menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran
bansos.

Kemensos dinila memiliki keterbatasan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan
verifikasi dan validas yang dilakukan oleh pemda. Selain itu, Kemensos juga belum memiliki
mekanisme untuk memastikan pelaksanaan verifikasi dan validasi sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan.

Akibatnya, DTKS yang ditetapkan oleh Kemensos sebaga dasar penyaluran program
bansos menjadi kurang andal dan akurat.

Akibatnya, terjadi kekurangan penerimaan atas sisa saldo program pemerintah di
rekening bank penyalur yang belum disetorkan ke kas negara Rp 843,7 miliar.

Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji temuan tersebut. Depuiti
Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan baru 280 pemda yang memperbarui DTKS.
Padahal, kata Pahala, DTKS harus diperbarui dinas sosial setahun dua kali. Bahkan sekarang
harus diperbarui empat kali dalam setahun.

“Jika data yang belum diperbarui atau belum valid dijadikan dasar dalam penyaluran

BLT maka akan jadi “jebakan batman” terhadap yang tidak tepat pendataan,” ujar Nurnas.



Monitoring Dana Desa

Sementara terkait BLT Dana Desa (BLT-DD), kata Nurnas berdasarkan monitoring yang
dilakukan pihaknya di DPRD, masih banyak daerah belum menyalurkan ke masyarakat.
Termasuk Kabupaten Padangpariaman, Agam dan Limapuluh Kota.

HM Nurnas menyatakan Mendes PDTT telah bertegas-tegas di aturan bahwa semua
daerah penerima BLT-DD yang bersumber dari dana desa harus sudah sampai ke masyarakat
sebelum 24 Mei 2020.

“Sesuai aturan Kemendes PDTT, jika data penerima BLT-DD belum disahkan kepala
daerah lebih dari lima hari sgjak digjukan, maka wali nagari sah dan legal membagikan,” ujarnya
usal monitoring BLT warga terdampak Covid-19, Selasa (19/5/2020).

Nurnas mengapresiasi Kota Pariaman yang sudah menyerap dana desa untuk BLT-DD
untuk warga terdampak Covid-19.

“Sementara, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Tanahdatar, Pasaman Barat,
informasinya sebelum Lebaran ini sudah bisa dibagikan ke penerima. Sedangkan yang belum
dan paing lemah pendataan BLT-DD sampa kemarin adalah Agam, Padangpariaman dan
Limapuluh Kota,” bebernya. (esg)

Sumber Berita: https://padek.jawapos.com/hukum/19/05/2020/agar -bansos-tak-j adi-temuan-bpk-

dprd-minta-pemda-perbarui-dtks/

Catatan Berita:

» Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan
berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinyaresiko sosial.

» Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa
uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.



Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap

tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosia dianggarkan dalam APBD sesua dengan kemampuan Keuangan

Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Anggota’kelompok masyarakat meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil
sebagal akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar
dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan
terjadinyaresiko sosial.

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial

kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya. Bantuan sosia yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau
keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan

APBD. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk

kebutuhan akibat resiko sosia yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD

yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat
direncanakan sebelumnyatidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima

bantuan sosial. Bantuan sosia berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung

kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan
miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri
pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasiona untuk sekolah luar
biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang

mampul.



